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The transfer of child custody in Islamic family
law becomes a significant issue when the
custodian is consideredffcapable of ensuring
the child’s well-being, as regulated in Article
156(c) of the Compilation of Islamic Law (KHI).
In contemporary contexts, the behavior of
active-smoking mothers presents a new legal
ncern that has not been explicitly addressed
in Islamic family law. This study aims to
analyze Article 156(c) of the KHI through the
perspective of magashid sharia in assessing
custody ibility involving active-smoking
mothers. This research employs a normative
legal method using statutory, conceptual, case,
and ma@Bhid sharia approaches supported by
library research on primary and secondary
legal sources.
The findings reveal that Article 156(c) of the
KHI positions child custody as a conditio
right dependent on the custodian’s ability to
guarantee  the child’s physical and
psychological safety. In judicial practice,
judges apply a risk-based approach by
considering  health, psychological, and
environmental factors, including active
smoking behavior, although consistent
assessment parameters remain absent. From
the perspective of maqashid sharia, such
behavior is categorized as dharar because it
contradicts the principles of protecting life and
lineage, thereby justifying child custody
transfer. This study concludes that transferring
custody in cases involving active-smoffhg
mothers is normatively valid and aligned with
the objectives of Islamic law in protecting child
welfare.
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Qur'an, QS. Al-Jumu'ah
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ABSTRAK ﬁ
Pemindahan asuh anak dalam hukum
keluarga Islam menjadi isu penting ketika
pemegang hak hadanah dggglai tidak mampu
menjamin keselamatan anak sebagaimana
diatur dalam Pasal 156(c) Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Dalam konteks kontemporer,
perilaku ibu perokok aktif menghadirkan
persoalan gharu yang belum diatur secara
eksplisit lam  hukum keluarga Islam.
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis
ketentuan Pasal 156(c) KHI melalui
perspektif magashid syariah dalam menilai
kelayam hadanah pada kasus ibu perokok
aktif. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum  normatif  dengan  pendekatan
perundang-undangan, konseptual, kasu
maqashid syariah yang didukung studi
kepustakaan terhadap sumber hukum primer
dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal
156(c) KHI menempatkan hak hadanah
sebagai hak @yﬂmt yang bergantung pada
kemampuan menjamin keselamatan jasmani
dan rohani anak. Dalam praktik peradilan,
hakim menggunakan pendekatan berbasis
risiko dengan memperiimbangkan aspek
kesehatan,  psikologis, dan lingkungan,
termasuk perilaku merokok aktif, meskipun
belum memiliki parameter yang konsisten.
Dalam perspektif maqashid syariah, perilaku
tersebut dikategorikan sebagai dharar yang
bertentangan dengan prinsip perlindungan
jiwa dan keturunan sehingga dapat menjadi
dasar pemindahan hak asuh anak. Penelitian
ini  menyimpulkan bahwa pemindahan
hadanah dalam konteks ibu perokok aktif sah
secara normatif dan selaras dengan tujuan
syariat dalam melindungi kemaslahatan
ak.
Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan, Tafsir
Al-Quran, QS. Al-Jumu'ah.
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1.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan langkah terakhir yang ditempuh banyak
pasangan suami istri ketika seluruh upaya guna mempertahankan
hubungan pernikahan tidak lagi dapat dilakukan. Dalam konteks hukum
keluarga Islam, perceraian tidak hanya memutus hubungan perkawinan
semata, ia juga menimbulkan dampak hukum yang berupa hak asuh anak
hasil perkawinan tersebut (bgglanah). Sementara dalam sudut pandang
fikih klasik, hadanah berarti pemeliharaan anak yang masih kecil setelah
terjadi putusnyg perkawinan(Syarifuddin, 2006, hlm. 327). Hal ini bersifat
wajib, bahkan tanggung jawab pengasuhan anak ini tidak hanya terbatas
pada pengasuhan akan tetapi juga semua hal yang berkaitan dengan
kebutuhan anak terseblmvlahmudah, Juhriati, & Zuhrah, 2019). Hal ini
tidak hanya berlaku saat ayah dan ibu berada dalam ikatan tali pernikahan
saja, tapi kewajiban tersebut juga berlaku secara terus menerus meskipun
telah terjadi perceraian.

Kewajiban pemeliharaan anak ini ditegaskan dalam KHI pada pasal
105(a) yang menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayiz
atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”(Kementerian
Agama Republik Indonesia, 2011). Pasal ini menguatkan pandangan hukum
keluarga Islam, bahkan juga menegaskan bahwagpada asalnya hadanah
adalah hak seorang ibu, hal ini sejalan dengan fakta bahwa anak yang
memiliki hubungan dan kedekatan yang baik dengan ibunya dapat
menunjang  perkembangan  secara  fisik, kognitif ~ maupun
sosioemosional(Annisa, 2022). Peran seorang ibu amat penting dalam
tumbuh kembang anak, Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan
hambanyajuga memperhatikan hal ini sebagaimana sebuah hadis dari nabi
Muhammad shallallahu alathi wasallam yang menegaskan bahwasanya
hadanah adalah hak seorang ibu selama ia belum menikah lagi(Ibn Hajar
al-‘Asqalani, 2020).

Dengan dasar bahwa hadanah menjadi hak seorang ibu, KHI juga
memberikan pengecualian dari ketentuan tersebut herdasarkan pasal
156(c) yang mana di dalamnya tertuang pernyataan “apabila pemegang
hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani
anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas
permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat
memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak
hadanah pula;"(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011). Dari
keterangan pasal tersebut, KHI selain menetapkan hak terhadap seorang
ibu untuk menanggung hadanah anak setelah putusnya perkawinan ia juga
memberikan kelonggaran apabila salah satu pihak dinilai tidak cakap
dalam mengemban tanggung jawab hadanah tersebut. Hal ini juga
menunjukkan bahwa hak hadanah merupakan amanah dan bukan hak
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absolut sehingga memungkinkan terjadinya pencabutan dan pemindahan
haknya sewaktu-waktu oleh pengadilan agama. Kelonggaran vyang
dihasilkan terkait pemahaman terhadap pasal ini m rlukan tinjauan
dari segi magashid syariah baik maqgashid secara umum seperti Hifz al-Nafs
dan Hifz al-Nasl maupun magqashid syariah secara khusus sebagai upaya
penyelarasan nilai keislaman pada ketentuan KHI. Magashid syariah sebagai
kerangka konseptual memberikan landasan untuk meninjau ketepatan
penerapan hukum ini.

Dalam konteks perilaku modern perokok dan perkembangan zaman
yang semakin pesat populasi perokok terus bertambah, prevalensi jumlah
perokok aktif memiliki kenaikan yang signifikan bahkan terdapat lebih
dari 2 juta wanita yang merupakan perokok aktif(“Indonesia in The
Tobacco Atlas,” t.t). Perilaku merokok ini menjadi relevan bila dalam
sebuah kasus perceraian seorang ibu yang seharusnya mendapatkan hak
hadanah merupakan sggrang perokok aktif, yang mana perilaku ini tentu
dapat membahayakanﬂeselamatan jasmani dan rohani anak sel@aimana
yang termaktub dalam pasal 156(c) KHI terkait kewajiban menjamin
keselamatan jasmani dan rohani anak. Perilaku ibu yang membahayakan
kesehatan anak ini bertentangan dengan asal hak ibu sebagai pemegang
hak hadanah, akan tetapi dalam upaya menjalankan syariat Islam dan
undang-undang yang tepat sasaran perlu adanya tinjauan dari sudut
pandang maqashid syariah yang menjelaskan bagaimana pandangan Islam
mengenai hak pemindahan hukum ini berdasarkan kasus modern.
mBerdasarkan penelusuran terhadap berbagai literatur, belum ditemukan
penelitian yang secara spesifik mengkaji pemindahgp hak asuh anak dalam
konteks ibu perokok aktif dengan fokus pada Pasal 156(c) Kompilasi
Hukum Islam dan menggunakan pendekatan magashid syariah. Namun,
sejumlah penelitian terdahulu memiliki relevansi tematik terhadap isu
kepayakan hadanah dan prinsip kemaslahatan anak.

itra Kurniawan (2028) melalui penelitian “Analisis Kritis Pasal 156(c)
KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak dalam Konteks Penelantaran
oleh Ibu Perspektif Magashid Syariah”(Kurniawan, Zulfahmi Bustami, &
Sofia Hardani, 2023) menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan
menemukan bahwa pasal tersebut berpotensi menimbulkan multi
interpretasi serta belum sepenuhnya menerapkan prinsip magashid syariah
secara  komprehensif.  Kajilan ini  menekankan  pentingnya
mempertimbangkan kemaslahatan anak dalam aspek jasmani dan rohani,
namun tidak menyinggung perilaku adiktif seperti merokok. Sementara
itu, Muhammad Rizki Nurfadil (2023) dalam “Pertimbangan Hakim
terhadap Hak Hadanah pada Ibu Perokok Aktif (Studi Putusan Pengadilan
Agama Cirebon Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN)”(Nurfadil, 2023) mengkaji
putusan Pengadilan Agama Cirebon dan menyimpulkan bahwa perilaku
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merokok aktif pada ibu dapat membahayakan kesehatan anak, sehingga
menjadi dasar pemindahan hak asuh kepada ayah. Penelitian ini
menyoroti kasus serupa, namun hanya dari aspek hukum positif tanpa
meninjau substansi magashid syariah.

Selanjutnya, penelitian Husnatul Mahmudah (2019)(Mahmudah dkk.,
2019) menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum nasional sama-sama
berlandaskan pada asas the best interest of the child, sementara Savvy Dian
Faizzati (202g}Faizzati, 2024) menilai hak asuh ibu yang menikah lagi
berdasarkan prinsip hifz an-nafs dan hifz an-nasl dalam magqashid syariah.
Keduanya sama-sama menyorod kepentingan anak, tetapi tidak mengulas
ancaman kesehatan atau perilaku adiktif sebagai parameter kelayakan
hadanah. Sejalan dengan itu, Audry Avrilliandy dan Zulfikar
(2025)(Avrilliandy & Zulfikar, 2025) menelaah kasus ibu penderita bipolar,
sedangkan Nikmatul Kamila (2028)(Kamila, 2023) membahas pemindahan
hak asuh anak kepada ayah karena faktor moralitas dan ekonomi, dan
Maulana Akbar Khoiful Yasin (201#(Khoiful Yasin, 2017) menilai putusan
pengadilan dengan kerangka magashid syariah vyang menekankan
perlindungan terhadap akal, jiwa, dan keturunan.

Dari keseluruhan kajian tersebut, tampak bahwa penelitian sebelumnya
umumnya berfokus pada faktor-faktor universal seperti ketidakmampuan
ekonomi, gangguan psikis, dan status pernikahan ulang sebagai dasar
pemindahan hadanah. Belum ada penelitian yang secarzmeksplisit
menelaah perilaku modern seperti merokok aktif pada ibu dari perspektif
magashid syariah. Oleh karena itu, peneliian ini hadir untuk mengisi
kekosongan tersebut dengan menafsirkan ulang Pasal 156(c) KHI dalam
konteks kontemporer melalui integrasi nilai maqashid syariah dan
perlindungan kesehatan anak sebagai bagian dari kemaslahatan keluarga.

Dalam konteks tersebut, pendekatan magashid syariah diharapkan
mampu menghadirkan tolok ukur kelayakan hadanah yang tidak hanya
berlandaskan pada norma hukum positif akan tetapi sesuai dengan maksud
dan tujuan syariat Islam baik secara umum maupun khusus. Melalui
kerangka maqgashid perilaku perokok aktif dapat dinilai apakah
bersesuaian dengan tujuan umum (mcmmd amm) dan tujuan khusus (khas)
serta prinsip kemaslahatan anak yang sesuai dengan nilai maqashid syariah.
Dengan demikian penelitian ini berupaya meninjau kembali ketentuan
pasal 156(c) KHI dalam konteks perilaku modern yang dapat menyebabkan
ancaman kesehatan terutama pada anak seperti kebiasaan merokok aktif
guna menemukan pemaknaan hukum yang lebih komprehensif, adaptif,
dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai manifestasi tujuan
syariah.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu
menjawab bagaimana penerapan pasal 156(c) KHI dapat ditafsirkan melalui
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pendekatan magashid syariah dalam menilai kelayakan ibu perokok aktif,
serta bagaimana prinsip nilai ini dapat menjadi penentu kelayakan
pengasuhan dalam konteks hukum Islam kontemporer. Kebaruan
penelitian ini terletak pada integrasi magashid syariah dan perspektif
kesehatan masyarakat dapat membgatuk parameter baru yang lebih
relevan dan objektif terhadap asas the best interest of the child. Dengan
demikian penelitian ini juga diharapkan mampggmemperkaya khazanah
hukum keluarga Islam melalui pendekatan yang kontekstual dan berpihak
pada asas perlindungan anak sesuai prinsip syariat Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yLE'iis-normatif)
yang mana penelitian ini berfokus pada aspek doktrinal yang bertujuan
untuk menemukan kaidah hukum dan asas-asas hukum guna ggenjawab
permasalahan yang dihadapi(Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 124). Penelitian
ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), dekatan kasus (case
approach), serta pendekatan magashid syariah. Dat:f?peroleh melalui studi
kepustakaan (library rewrch) dengan sumber data terdiri atas data primer
yang diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, peraturagy perundang-
undangan yang relevan, serta putusan pengadilan agama. Data sekunder
yang diperoleh dari studi literatur yang mengggup buku, artikel ilmiah,
kitab fikih klasik, serta kitab dan artikel ilmiah berkaitan dengan maqashid
syariah. Teknik pengumpuldata dilakukan melalui studi literatur untuk
mengutip berbagai sumber yang relevan dengan ganelitian ini. Data yang
ditemukan kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis yang
bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran umum
tentang suatu subjek penelitian. Hal ini dicapai dengan mengumpulkan
data dalam bentuk mentahnya, dan melakukan analisis untuk menarik
kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih
luas(Soekanto, 1981).

HASIL DAN PEMBAHASAN

L Pasal 156(c) KHI dan Konsep Kelayakan Hadanah dalam Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum yang

diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
merupakan bentuk pedoman fikih yang seragam serta dimaknai
sebagai bentuk hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan
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perundang-undangan dan dijadikan rujukan bagi setiap warga
Indonesia yang gigeragama Islam(Asriati, 2012). Dalam konteks
hukum keluarga Islam, KHI menjadi rujukan utama bagi Peradilan
Agama dalam menyelesaikan sengketa perkawinan termasuk dalam
permasalahan hadanah. Dengan demikian setiap ketentuan dalam
KHI memiliki konsekuensi normatif Ens menjadi dasar
pertimbangan hakim Peradilan Agama(*Kedudukan kompilasi
hukum islam (khi) sebagai normative considerations hakim
pengadilan agama,” t.t.).

Dalam konteks pasal 156(c) kepentingan perlindungan anak
menjadi tanggung jawab seluruh pemegang hak hadanah, sehgmoga
apabila salah satu pihak dinilai lalai maka pihak lain dapat
mengajukan permintaan pemindahan hak astm anak kepada
Pengadilan Agama. Hal ini dibangun atas dasar asas kepentingan
m'baik bagi anak (the best interest of the child) yang mana kewajiban
pemeliharaan dan pendidikan anak tetaplah menjadi kewajiban
kedua orang tua(Mahmudah dkk., 2019).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak hadanah bukanlah hak
yang bersifat absolut seperti yang dikesankan pasal 105 KHI. Pasal
156(c) justru menunjukkan bahwa hak hadanah merupakan hak
bersyarat yang bergantung pada terpenuhinya standar perlindungan
terhadap anak(Nurfadil, 2023). Dengan demikian legitimasi
pemegang hak hadanah bergantung pada kemampuannya dalam
menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak sebagai subjek utama
perlindungan hukum.

Terkait terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan Hadanah, KHI
belum mengatur secara tegas mengenai pencabutan hak asuh ibu.
Pola normatif yang sama dapat ditelugpri melalui ketentuan
pencabutan hak perwalian sebagaimana diatur dalam pasal 109
Kompilasi Hukum Islam(Kurniawan dkk., 2023). Pasal tersebut
memberikan kewenangan pada pengadilan untuk memindahkan
hak perwalian apabila wali terbukti melalaikan kewajibannya atau
menyalahgunakan kewenangannya(Kementerian Agama Republik
Indonesia, 2011). Kedua pasal ini memberikan pemaknaan yang
selaras berkaitan pemindahan baik hak asuh anak dan hak perwalian
didasari oleh kepentingan terbaik bagi anak, secara struktur norma,
ketentuan ini memuat unsur (1) pemegang hadanah, (2) adanya
dugaan ketidakmampuan menjamin kesehatan jasmani dan rohani
anak, (3) permohonan dari pihak yang berkepentingan, (4)
kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskan pemindahan
hak asuh anak.
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Dalam Islam Hadanah secara bahasa berarti memeluk atau
mengasuh ana.k@izzati, 2024). Secara terminologi hadanah
diartikan sebagai menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus
dirinya sendiri dan mendidiknya dengan cara yang bermanfaat
baginya(Wizarah al-Awqaf, 1989). Hadanah bersifat wajib karena
seorang anak kecil a.karﬂ:inasajika ditinggal tanpa pengasuhan(At-
Turki, 2024). Kewajiban ini tidak hanya berlandaskan perilaku sosial,
akan tetapi juga bersifat normatif dalam syariat, karena
keberadaannya berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup
al-mahdhin (orang yang diasuh)(Ubaidillah Ibnu Mas’ud, 2025). Oleh
karena itu hadanah hadir sebagai bentuk pertimbangan syariat atas
hak maslahat al-mahdhin serta bentuk perlindungan dan perawatan
yang layak agar ia tumbuh dengan sehat dan aman(At-Turkiy, 2024).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsekuensi dari
jatuhnya tanggung jawab hadanah adalah kewajiban merawat al-
mahdhin secara fisik, memberikan pendidikan, perlindungan, serta
pemenuhan kebutuhan hidup anak(Farghali, 2019). Seluruh
tindakan yang dilakukan selama masa hadanah berlangsung harus
berdasar pada maslahat al-mahdhin, sehingga jika seorang pengasuh
tidak mampu memenuhi tuntutan ini maka hak asuhnya berhak
dicabut.

Sementara itu, pencabutan atau pemindahan hak asuh dalam
Islam dan literatur fikih klasik mempunyai ketentuan berupa syarat-
syarat terpenuhinya Hadanah. Pada dasarnya syarat-syarat ini
menjadi indikator sejauh mana maslahat al-mahdhin dapat terjamin
dalam ruang lingkup fikih klasik. Ketidakmampuan untuk
memenuhi syarat tersebut sebagaimana yang disebutkan Musthafa
Al-Khin berdampak pada sebab pemindahan hak asuh anak, dan di
antara syarat tersebut adalah berakal, beragama Islam, amanah,
mukim dekat dengan kediaman al-mahdhin, tidak menikah dengan
laki-laki lain, dan tidak dalam keadaan sakit yang terus-menerus
atau kebiasaan yang dapat berpengaruh pada al-mahdhin(al-Khin, al-
Bug3, & asy-Syirbaji, 2012). Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi
tolok ukur penting untuk melihat bagaimana ketentuan hukum
positif, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan
fikih dalam mengadopsi dan merumuskan standar kelayakan
pengasuhan anak.

Oleh karena itu, jika ditinjau secara komparatif, didapati
kesamaan orientasi normatif antara fikih klasik dan ketentuan pasal
156(c) KHI dalam menempatkan anak sebagai poros pertimbangan
kelayakan hadanah(Baidawi & Sunarto, 2020). Dalam fikih orientasi
kelayakan hadanah terletak pada terpenuhinya syarat-syarat yang
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berlandaskan pada maslahat al-mahdhan, dan gugurnya hak tersebut
juga bergantung pada ketidakmampuan memenuhi syarat tersebut.
Sementara pasal 156(c) tidak merinci hal tersebut, melainkan hanya
meletakkan standar umum berupa kemampuan menjamin
keselamatan jasmani dan rohani sebagai dasar mempertahankan
atau memindahkan hak asuh anak.

Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa fikih mengedepankan pada
pendekatan kasuistik dengan penetapan syarat-syarat hadanah yang
konkret. Sedangkan Pasal 156(c) KHI mengadopsi pendekatan
normatif-abstrak yang memberikan hak diskresi kepada hakim
dalam ruang pengadilan untuk menilai kelayakan hadanah(Praja,
2024). Meskipun demikian keduanya sepakat akan prinsip
perlindungan anak di mana ketidakmampuan dalam memenuhi
standar kemaslahatan menjadi alasan utama dialihkannya hak
hadanah kepada pihak lain. Namun, perlu digarisbawahi bahwa sifat
“menjaga keselamatan jasmani dan rohani” dalam KHI dapat
menimbulkan keterbukaan ruang interpretasi yang begitu luas
sehingga diperlukan suatu kerangka evaluatif dalam menilai dan
menafsirkan standar tersebut secara lebih substantif(Fanggi &
Wahyuliana, 2026).

Dalam konteks perlunya mencari kerangka evaluatif, konsep
rEqashid syariah dapat menjadi solusi untuk lebih memahami makna
“keselamatan jasmani dan rohani” yang tertuang dalam pasal 156(c)
KHI secara lebih praktikal(Muniroh & Nasution, 2021, hlm. 94).
Melalui pendekatan ini penafsiran makna dapat dﬂwkan secara
lebih mendalam menggunakan parameter semisal perlindungan
jiwa (hifz an-nafs), perlindungan akal (hifz al-aqgl), dan perlindungan
keturunan (hifz an-nasl), dengan demikian penilaian tidak lagi
bersifat abstrak melainkan diukur dari kemampuan nyata pengasuh
dalam memenuhi aspek tujuan pensyariatan hukum dalam
Islam(Fadhilah Khairul Anam & Musyafi Usman, 2025, hlm. 374).

Berdasarkan hal tersebut, penilaian kelayakan hadanah tidak
lepas dari faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi keselamatan
dan perkembangan al-mahdhiin baik secara fisik maupun psikologis.
@lam praktiknya faktor-faktor tersebut vyang mendasari
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemindahan hak
asuh anak di lingkungan pengadilan agama dengan pendekatan yang
bersifat multidisipliner, sehingga tidak selalu berpegang pada
prinsip normatif pasal 105 KHI(Khoiful Yasin, 2017).Oleh karena itu,
penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana faktor risiko tertentu
dipertimbangkan dalam putusan pengadilan agama serta sejauh
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mana pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan
anak dalam fikih dan KHIL

. Pertimbangan Hakim terhadap Faktor Risiko Pengasuhan dalam

Putusan Pemindahan Hadanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan
praktik pengadilan, pertimbangan hakipa dalam praktik hadanah
terkhusus permasalahan pemindahan hak asuh anak tidak lagi
semata-mata bertumpu pada norma tekstual yang tertuang dalam
pasal 105(a) dan 156(c) KHI , pertimbangan hakim juga merangkap
evaluasi konkret terhadap kondisi pengasuhan anak. Penelitian
menujukan bahwa hakim menggunakan pendekatan multi-dimensi
yang mencakup aspek psikologis, lingkungan sosial, ggrta perilaku
pengasuh dalam menentukan kelayakan hadanah dengan tetap
mengedepankan prinsip the best interest of the child(Najla Aisya Athifa,
Muhammad Arief Al Hakim, & Achmad Farouq Abdullah, 2025). Hal
ini menunjukkan bahwa konsep kelayakan hadanah yang bersifat
normatif telah mengalami pergeseran menjadi parameter yang
fungsional dan praktik.

Salah satu indikator utama dalam penilaian tersebut adalah
kemampuan Fenjalankan fungsi  pengasuhan, penelitian
menurgnkkan bahwa hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah
ketika 1bu dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara
optimal(Salma Saimima, 2020). Penelitian Kamila (2023) juga
menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten mengedepankan
status pengasuhan dibanding status seorang ibu(Kamila, 2023).
Temuan ini mendukung indikasi bahwa hakim tidak lagi secara rigid
berpegang pada asas normatif seperti pada pasal 105, melainkan
bertransformasi pada pendekatan berbasis kelayakan fungsi
pengasuhan.

Selain faktor pengasuhan, kondisi psikologis pengasuh juga
menjadi pertimbangan dalam putuggg hadanah seperti pada kasus
ibu yang mengalami gangguan jiwa, pengadilan memutuskan untuk
memindahkan hak asuh anak karena dinilai tidak mampu menjamin
keselamatan anak (Amelia, Purba, & Sembiring, 2024). Begitu juga
pada kasus ibu bipolar yang mana pengadilan memutuskan
pemindahan hak asuh anak berdasarkan pola perilaku ibu yang
cenderung membahayakan anak(Avrilliandy & Zulfikar, 2025).
Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek kesehatan,
khususnya kesehatan mental telah diakui sebagai indikator yang
menggugurkan hak hadanah dalam praktik peradilan. Berikutnya
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perilaku dan lingkungan sosial juga menjadi variabel penting dalam
pertimbangan hakim, penelitian menunjukkan bahwa pengaruh
stabilitas lingkungan sosial, rekam jejak moral, dan pola hidup
memiliki pengaruh signifikan dalam menilai kelayakan
hadanah(Fauzan, 2025). Hal ini berarti bahwa kelayakan hadanah
tidak lagi diukur hanya sebatas aspek formal, tetapijuga dari kualitas
lingkungan pengasuh.

Namun, analisis terhadap putusan menunjukkan adanya bentuk
inkonsistensi dalam pertimbangan hakim. Dalam kasus dengan
karakteristik serupa, hakim dapat menghasilkan putusan yang
berbeda karena tidak adanya parameter baku dalam hadanah(Tania,
2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas norma yang
terkandung dalam pasal 156(c) KHI belum ditopang oleh kerangka
evaluatif yang sistematis, sehingga membuka ruang subjektivitas
pada hakim. Dalam konteks yang lebih spesifik menjadi
pewasalahan yang menggambarkan fenomena tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor
61/Pdt.G/2023/PA.CN, perilaku merokok aktif dijadikan salah satu
pertimbangan dalam pemindahan hak asuh anak karena dinilai be
sebagai perokok pasif(Nurfadil, 2028). Sayangnya, pertimbangan
tersebut belum berdiri sebagai kategori hukum yang mandiri,
melainkan masih berada dalam kategori aspek umum seperti
kelalaian atau lingkungan tidak sehat. Padahal jika merunut secara
empiris, penelitian kesehatan menunjukkan bahwa paparan asap
rokok memiliki implikasi serius terhadap kesehatan anak, termasuk
gangguan pernapasan, infeksi, serta risiko jangka panjang terhadap
perkembangan fisik dan kognitif anak serta menimbulkan risiko
dharar/bahaya bagi ibu hamil yang secara tidak langsung
mempengaruhi kualitas pengasuhan(Hermaliana, Suhrawardi,
Hapisah, & Isnaniah, 2025). Berdasarkan hasil penelitian tersebut
perilaku merokok aktif dan keberadaan anak di sekitarnya tidak lagi
dapat dipandang sebagai kondisi netral, perilaku tersebut jelma
menjadi bentuk risiko yang nyata terhadap anak. Hal ini
menunjukkan bahwa dampak rokok tidak hanya dirasakan individu
tapi juga dirasakan secara komunal dalam lingkungan keluarga.
Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik peradilan agama telah
mengakui faktor kesehatan sebagai dasar pemindahan hak asuh anak
dan mengakui faktor risiko modern seperti gangguan kejiwaan,
bipolar, dan stabilitas lingkungan, serta rekam jejak moral. Bahkan
dalam konteks ibu perokok aktif, faktor tersebut sudah diakui
namun belum dikategorikan secara konseptual sebagai parameter
pemindahan hak asuh anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya
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kerangka evaluatif yang lebih sistematis untuk menjembatani antara
norma hukum, praktik pengadilan, fikih, dan perkembangan ilmu
pengetahuan. Dalam konteks penelitian ini, celah tersebut menjadi
ruang terbuka untuk mengkaji kembali konsep kelayakan hadanah
melalui perspektif yang lebih komprehensif. Kasus ibu perokok aktif
menambah daftar risiko kesehatan dalam pengasuhan yang tidak
dapat diabaikan dalam penilaian hukum. Oleh karena itu diperlukan
pendekatan yang dapat mengintegrasikan aspek normatif pada KHI
dan fikih, empiris, serta teoritis pada fikih secara utuh, sehingga
penilaian kelayakan hadanah yang bersifat kasuistik memiliki dasar
konseptual yang konsisten seperti magashid syariah.

. Evaluasi Kelayakan Hadanah dalam Perspektif Magashid Syariah

Magashid syariah menurut Izzuddin Ibn Abdissalam atau lebih
dikenal sebagai Al-lIzz merupakan kerangka konseptual yang
menjelaskan tujuan-tujuan i ditetapkan Sang Pembuat Hukum
(Allah Subhanahu wata’ala) untuk mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah mafsadat dalam kehidupan umat manusia(bin ‘Umar,
20038, hlm. 89). Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipahami
sebagai norma tekstual semata, hukum juga dipahami sebagai
instrumen untuk melindungi  kepentingan  fundamental
manusia(Faizzati, 2024). Berdasarkan pada tingkat kebutuhan
manusia pada kadar suzy maslahat, maqashid syariah dibagi menjadi
3 bagian yang meliputi Daririyyat (primer), Hajiyyat (sekunder), dan
Tahsiniyyat (tersier) pembagian ini merupakan hasil rumusan ulama
lintas generasi yang menegaskan perhatian Islam untuk
mengedepankan nilai maslahat dan mencegah mafsadat atau
kerusakan(Fadhilah Khairul Anam & Musyafi Usman, 2025).

Di antara tujuan syagst yang utama dalam klasifikasi Darariyyat
terdapat tujuan berupagfz ad-din (perlindungan agama), hifz an-
nafs (perlindungan jiwa), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz al-mal
(perlindungan harta), dan hifz an-nasl (perlindugan keturunan),
yang ngma dari kelima aspek tujuan syariat yang utama ini didapati
bahwa perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs) dan keturunan (hifz
an-nasl) memiliki relevansi langsung dengan institusi keluarga dan
hadanah(al-Yibi, 1998). Dalam konteks hifz an-nasl, maqashid syariah
tidak hanya menekankan pada keberlangsungan nasab, akan tetapi
juga menekankan pada kualitas generasi yang dihasilkan.
Perlindungan tersebut juga mencakup aspek kesehatan, lingkungan,
dan moral yang mendukung tumbuh kembang anak secara
menyeluruh. Kajian yang berkaitan dengan perlindungan keturunan
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(hifz al-dzurriyah) menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua
mencakup pemeliharaan fisik dan kondisi yang aman serta sehat
bagi anak(Al Mad‘as, 2023).

Selain itu, pendekatan magashid syariah menurut Al-1zz berpusat
pada usaha memperoleh manfaat dan juga menekankan pada aspek
pencegahan bahaya (dharar), hal ini berlandaskan sebuah kaidah
yang masyhur dalam fikih klasik di mana “mencegah bahaya (al-
mafasid) lebih diutamakan dibanding mengejar kebermanfaatan (al-
mashalih)(bin ‘Umar, 2003). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap
bentuk tindakan yang berpotensi menghadirkan kerusakan dan
bahaya harus dihindari ketimbang mengambil potensi manfaat yang
ada. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan konsep fikih terkait
gugurnya hadanah yang bersifat kasuistik namun tetap menekankan
pada aspek pencegahan risiko terhadap anak (al-mahdhin) yang
mungkin saja terjadi(Wizarah al-Awqaf, 1989). Sehingga magashid
syariah pada dasarnya memperkuat dan memberikan legitimasi
filosofis terhadap ketentuan normatif fikih tersebut.

Hasil dari temuan pada sub bab sebelumnya menunjukkan
bahwa hakim dan peradilan agama telah menggunakan pendekatan
berbasis risiko dalam menentukan kelayakan hadanah, dengan
mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, dan lingkungan.
Namun pertimbangan tersebgpbelum dirumuskan dalam kerangka
konseptual yang sistematis. Dalam konteks ini, maqashid syariah
berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur apakah
pertimbangan hakim telah sejalan dengan tujuan syariat dalam
menegakkan perlindungan anak(Kurniawan dkk., 2028). Jika
dikaitkan dengan konsep fikih klasik yang telah dijelaskan pada sub
bab sebelumnya, magashid syariah mengafirmasi prinsip fikih klasik
mengenak syarat dan gugurnya hadanah. Fikih klasik menyebutkan
kondisi tertentu dan keadaan tertentu yang dapat membahayakan
anak sebab tidak terpenuhinya syarat hadanah menjadi sebab
gugurnya hak asuh anak. Sementara dalam perspektif magashid,
kategori tersebut merupakan bahaya/dharar/mafasid yang semakin
menguatkan bahwa kelayakan hadanah diukur berdasarkan ada atau
tidaknya potensi dharar pada anak (al-mahdhin).

Dalam konteks penelitian ini, perilaku ibu perokok aktif dapat
dikategorikan sebagai bentuk dharar kare secara empiris
menimbulkan risiko terhadap kesehatan anak baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang. Sebagaimana telah diuraikan
dalam sub bab sebelumnya, paparan asap rokok yang berdampak
pada gangguan pernapasan dan perkembangan anak bertentangan
dengan prinsip hifz an-nafs yang menuntut perlindungan terhadap
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keselamatan jiwa(Faizzati, 2024). Sementara dalam tinjauan hifz an-
nas! terdapat dua poros di mana perlindungan keturunan
ditekankan, poros tersebut berupa: (1) Dimensi Keberadaan (Janib al-
Wujud) yvang berpusat pada perumusan syariat hadanah dan hak
hadanah atas ibu, (2) Dimensi Pencegahan (Janib al-‘Adam) poros ini
menekankan pada larangan terhadap segala sesuatu yang dapat
berpotensi dharar atau membahayakan keturunan, paparan risiko
kesehatan dalam konteks asap rokok yang berulang dan sistematis
dapat berimplikasi terhadap risiko kesehatan yang melanggar
prinsip ini(al-Majma'‘i, 2022). Hifz an-nasl menuntut adanya jaminan
terhadap tumbuh kembang anak yang optimal, sehingga setiap
bentuk pengasuhan yanggggecara konsisten menempatkan anak
dalam kondisi berisiko dapat dipandang sebagai pelanggaran
terhadap hifz an-nasl(Al Mad'‘as, 2023).

Berdasarkan hasil analisis pada praktik peradilan agama, terlihat
bahwa hakim sebenarnya telah menggunakan logika yang sejalan
dengan magashid syariah dalam melihat substansi kelayakan
hadanah, terkhusus dalam mempertimbangkan faktor kesehatan
dan keselamatan anak serta rekam jejak moral dan lingkungan
pengasuhan. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah Al-lzz
dalam memandang prinsip meraih kemaslahatan dan menolak
kerusakan, yang mana dalam praktiknya aspek kesehatan dan
keselamatan anak dari perilaku merokok aktif memenuhi kriteria
dharuriyat sehingga perilaku ini dapat dinilai bertentangan dengan
prinsip kifz an-nafs(bin ‘Umar, 2008). Prinsip hajiyat dan tahsiniyat
juga dapat diterapkan dalam upaya menempatkan anak dalam
lingkungan dan figur teladan yang baik yang mana dalam hal ini
perilaku merokok dinilai mencederai prinsip hifz an-nasl karena ibu
gagal memberikan lingkungan tumbuh kembang yang sehat serta
keteladanan moral yang patut bagi masa depan anak(al-Majma',
2022). Namun, pertimbangan hakim yang tampak selaras dengan
prinsip magashid syariah tersebut masih bersifat implisit dan belum
dikonstruksikan secara eksplisit sebagai bentuk dharar, sehingga
belum menghasilkan standar penilaian yang konsisten.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik
hukum dan kerangka teoritis yang tersedia. Hakim telah
bertransformasi pada pertimbangan terhadap perlindungan anak
berbasis maslahat, tetapi belum memiliki parameter konseptual
yang dipahami dan dipraktikkan secara sistematis dalam
menghadapi kemajuan zaman. Dalam hal ini, magashid syariah dapat
berfungsi sebagai jembatan antara norma tekstual KHI, fikih, dan
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realitas empiris dalam suatu kerangka yang koheren dan dipahami
oleh para hakim pengadilan agama.

Dengan demikian, kelayakan hadanah dalam konteks ibu
perokok aktif dapat dievaluasi sebagai kondisi yang mengandung
unsur dharar dan bertentangan dengan prinsip maslahat secara
umum dan hifz an-nafs serta hifz an-nasl secara khusus.
Konsekuensi yang didapatkan adalah bahwasanya pemindahan hak
asuh dalam kondisi tersebut tidak hanya sah secara normatif
berdasarkan pasal 156(c) KHI, tetapi juga mempunyai legitimasi kuat
dalam perspektif maqgashid syariah. Pendekatan ini sekaligus
mempertegas bahwa magashid syariah ditujukan untuk memperkuat
ketentuan hukum dan norma fikih dalam konteks hukum
kontemporer dan bukan menggantikannya

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pasal 156(c) Kompilasi
Hukum Islam pada dasarnya mengandung fleksibilitas dalam menentukan
kelayakan hadanah, di mana hak asuh bergantung pada kemampuan
pengasuh dalam menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, bukan
bersifat absolut. Temuan ini menguatkan konstruksi fikih klasik yang
menempatkan maslahat al-mahdhin sebagai orientasi utama dalam
hadanah, sekaligus memperlihatkan bahwa norma hukum positif di
Indonesia telah mengadopsi prinsip tersebut tersebut dalam bentuk yang
lebih terbuka dan kontekstual. Namun, sifat normatif-abstrak pada pasal
tersebut membuka ruang interpretasi yang luas, sehingga membutuhkan
kerangka evaluatf yang lebih operasional agar tidak menimbulkan
inkonsistensi dalam praktik peradilan.

Penelitian juga mengungkap bahwa dalam praktik peradilan agama,
hakim telah mengembangkan pola pertimbangan putusan yang berbasis
risiko dan bersifat kontekstual. Faktor-faktor seperti kelalaian, kondisi
psikologis dan kejiwaan, lingkungan sosial, perilaku pengasuh, termasuk
perilaku merokok aktif, telah dijadikan dasar dalam menilai kelayakan
hadanah. Penelitian ini juga mengkritisi pertimbangan hakim yang masih
bersifat kasuistik dan belum ditopang kerangka konseptual yang konsisten,
sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Fenomena ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara fleksibilitas norma pasala 156(c)
KHI dengan kebutuhan akan standar evaluatif yang lebih sisternatis dan
aplikatif bagi hakim dalam praktik peradilan.
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Dalam perspektif magashid syariah, perilaku ibu perokok aktif dapat
dikategorikan sebagai bentuk dhammrang bertentangan dengan prinsip
maslahat terutama prinsip semisal perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dan
perlindungan keturunan (hifz an-nasl). Paparan asap rokok vyang
berdampak pada kondisi kesehatan anak menunjukkan bahwa kelayakan
hadanah tidak hanya diukur berdasar pada aspek formal tetapi juga
mempertimbangkan potensi risiko yang nyata terhadap pertumbuhan
anak. Dengan begitu didapati bahwa pemindahan hak asuh anak dalam
konteks tersebut tidak hanya sah secara normatif berdasarkan pasal 156(c),
akan tetapi juga ditopang oleh legitimasi teoritis dalam magashid syariah
sebagai upaya mencegah kerusakan (daru al-mafasid) yang berisiko
membahayakan kemaslahatan anak.

Penelitian ini secara teoritis juga berkontribusi memperkuat dan
memperluas hubungan antara fikih, hukum positif, dan magashid syariah
dalam membangun konsep kelayakan hadanah yang lebih kontekstual.
Penelitian ini juga secara praktis menegaskan pentingnya pendekatan
maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif dalam pertimbangan hakim
guna menghasilkan putusan yang lebih konsisten dan berorientasi pada
perlindungan anak, dan penegakan syariat Islam melalui magashid syariah.
Penelitian ini masih sangat terbatas pada analisis normatif dan studi
putusan tertentu, sehingga penelitian lanjutan diperlukan guna mengkaji
lebih luas terhadap praktik peradilan serta perumusan parameter
kelayakan  hadanah  berbasis  maqaghyd  syariah  yang  dapat
diimplementasikan secara lebih sistematis dalam hukum keluarga Islam di
Indonesia.
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